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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Tesis ini membahas permasalahan mengenai eksistensi atau keberadaan kuasa hukum yang mewakili wajib

pajak dan atau penanggung pajak sebagai pemohon banding atau gugatan pada pengadilan pajak. Tujuan

penelitian ini adalah untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kuasa

hukum yang dapat beracara mewakili kliennya pada pengadilan pajak dan kemudian menganalisis relevansi

keberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode

yuridis normatif yang memusatkan perhatian pada kajian tentang norma-norma hukum yang terdapat dalam

peraturan perundang-undangan atau disebut juga penelitian kepustakaan yang bersifat analisis terhadap

norma hukum. Setelah dilakukan analisis terhadap topik penelitian yang dilakukan, didapatkan suatu

kesimpulan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai eksistensi kuasa hukum yang

dapat beracara pada pengadilan pajak yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.01/2012 jo. Pasal

34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak merupakan peraturan yang

inkonstitusional dan tidak relevan khususnya dalam mengatur eksistensi kuasa hukum pada pengadilan

pajak, oleh karena itu hasil penelitian ini menyarankan agar segera dilakukan revisi terhadap peraturan

perundang-undangan dimaksud.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

The focus of this examination is regarding authority of power attorney for represent tax obligator and tax

guarantor as one who requests or to request for appeal in the tax court. The purpose of this examination is to

analyst the regulation which arrange about tax lawyer that can represent client in the tax court and the

relevance of the regulation itself. Method for this examination is juridical normative which focus on the

norm of law that exsist in the legislation and in the bibliography to be analyst. In conclusion which must be

considered is to known that related to litigate in the tax court we have to look up for Ministry of finance

regulation No. 61/PMK.01/2012 jo. Act. 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 about tax court, which

is found to be not relevant to manage tax lawyer in tax court that is why the regulation must have some

revision.
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